
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tabun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

a. babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tabun 2024

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 23 Tabun 2024 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum ProvinsijKomisi Independen

Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan

UmumjKomisi Independen Pemilihan KabupatenjKota;

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUMKABUPATENLEBONG,

Mengingat

Menimbang

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHANUMUMKABUPATENLEBONG

NOMOR 18 TAHUN2025

TENTANG

PEMBENTUKANTIM PEMBINADANTIMTEKNIS JARINGANDOKUMENTASI

DANINFORMASIHUKUMDI LINGKUNGANKOMISI PEMILIHANUMUM

KABUPATENLEBONG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

SALINAN

jdih.kpu.go.id/bengkulu/lebong

https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/lebong/


Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-UndangNomor6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6547);

2. Undang-UndangNomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-UndangNomor7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangNomor1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor

82);
4. Peraturan KomisiPemilihanUmumNomor8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan KomisiPemilihan Umum
Kabupaten/Kota (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun
2019 Nomor320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan KomisiPemilihanUmum Nomor8 Tahun 2019
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tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenjKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenjKota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum KabupatenjKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

7. Keputusan Komisi Pemilihan 134jKptsjKPUjTahun 2016

Umum tentang Nomor Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10jHK.04j08j2022 tentang PedomanTeknis Pengelolaan
Dokumentasi dan InformasiHukum di LingkunganKomisi
Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi dan

KomisiPemilihanUmumKabupatenjKota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 690 Tahun

2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Periode

2023-2028;
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LEBONGTENTANGPEMBENTUKANTIMPEMBINADANTIM
TEKNISJARINGANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM
DI LINGKUNGANKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATEN
LEBONG.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Lebong;
b. menyusun dan menyempumakan pedomanj standar

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu
wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan, efektifdan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:
a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum

yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat

dan mudah;
b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan hidang hukum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 806 Tahun
2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten LebongProvinsiBengkulu Periode 2023-2028;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun
2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan TimTeknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;
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KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/lebong

https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/lebong/


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIATKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENLEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
.--::;=~

YOKISETIAWAN

ttd.

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM

KABUPATENLEBONG,

Ditetapkan di Tubei

pad a tanggal 25 Februari 2025

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 181 Tahun 2023

Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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KEEMPAT
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KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN

DALAMTIM

Ketua KPU Kabupaten

Lebong, Ketua Divisi

1 YOK! SETIAWAN Keuangan, Umum, Ketua Pembina

Rumah Tangga dan

Logistik

AnggotaKPU

Kabupaten Lebong,

Ketua Divisi
2 DEVI HERDIATI Pembina

Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Parmas dan

SDM

AnggotaKPU

RIO ARIA
Kabupaten Lebong,

3 Ketua Divisi Pembina
NUGRAHA

Perencanaa,Data dan
Informasi

AnggotaKPU

SUGIANTO
Kabupaten Lebong,

Pembina4
Ketua Divisi Teknis

PenyelenggaraanPemilu

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

1. Susunan Organisasi

KABUPATENUMUMPEMILIHAN

LEBONG

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

DOKUMENTASI

JARINGAN

INFORMASI

TEKNIS

DAN

TIMDAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
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KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN

DALAMTIM

Kasubbag Teknis
Pimpinan

1 REKIHARYES Penyelenggara Pemilu,
Redaksi

Partisipasi dan Humas

2 HADIANTO
Kasubbag Hukum dan Wakil Pimpinan

SDM Redaksi

HERIYANSYAH Kasubbag Keuangan, Wakil Pimpinan
3

PUTRA Umum dan Logistik Redaksi

DOSIYUNIOR
Kasubbag Perencanaan, Wakil Pimpinan

4
Data dan Informasi Redaksi

ETROJAYA Pelaksana
5 Pelaksana

SINAGA Redaksi

GUSWAN Pelaksana
6 Pelaksana

SUHARDI Redaksi

Fungsional- Tata
Operator Laman '

7 AHMADROIHAN Kelola Pemilu AhU
JDIH

Pertama

1. Susunan Organisasi

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASIDAN INFORMASIHUKUM DI
LINGKUNGANKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATENLEBONG

KETUA
PEMBINA

PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA PEMBINA

2. Bagan Organisasi

AnggotaKPU

5 SUPRIYATNAK
Kabupaten Lebong,

Pembina
Ketua Divisi Hukum
dan Pengawasan

Sekretaris KPU
6 MARTONI Pembina

Kabupaten Lebong
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Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

YOK! SETIAWAN

ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENLEBONG,

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 25 Februari 2025

II

Pimpinan Redaksi

Wakil Pimpinan
Redaksi

2. Bagan Organisasi

Fungsional - Tata Pengelola Akun

8 NISFI RAMDHANI Kelola Pemilu Ahli Media Sosial

Pertama JDIH
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Pengelola Akun
Media Sosial JDIH

Operator Laman
JDIHPelaksana Redaksi
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